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. -Sudah” umum dlakm ‘bahwa pilihan hukom
: para pahak merupakan sesuatu yang me
R ntukanda!&mperjaajmnmternasmnal Prin.
4 sip it terdapat pada: pasal 33 UNCITRAL Ar-
‘hitration Rules, dan juga dalam Model Law £
‘UNCITRAL ‘padal 28 ayat 1, Dalam hukum -
pasxt;f Indonesia pun prinsip tersebut telah
d:adaptnrmelalmUsndang—UndangNo.STahun
1968. Kxxanya, prinsip diatas juga periu diintro-
"dus:r didalam Rancangan Undang-undang HPE
Indonesxa nasmnai yamg sedang dnpers;apkam.

Persoalan menentukan hukum mana yang harus dipakai untuk menyelesaxkan
sengketa Arbitrase Dagang Internasional selalu menarik perhatian, karenaselaly
dlhadapx olch para Arbiter yang harus menyelesaikan sengketa bersangkutan:itu,
""" Otonomi para fihak untuk menentukan sendiri hukum yang berlaku baginya
adalah yang menentukan .Para fihak bebas untuk menentukan sendiri hukum miana
'yang akan berlaku untuk Arbitrase Dagang mereka itu. Biasanya dalam kontrak
 bersangkutan ditentukan hukum yang dipilih oleh mereka ini. Misalnya terdapat’
‘clausula yang lazimnya dicantumkan dalam bagian akhir dari suatu kontrak
.- sebagai berikut: ‘Hukum yang berlaky untuk perjanjian inilah ada hukum Jepanig:™
Jika timbul sengketaarbiirase, maka yang harus dipakai oleh arbiler adalah huknim
Jepang ini. Jadi para arbiter tidak dapat memakai hukum lain daripada hukum
..Jepang yang telah dipilih oleh para fihak: Tetapi hukum Jepang ini, apakah berartis
" hukum intem seperti bérlaku di Jepang antara Orang-orang Jepang atau termasuk
‘juga peraturan peraturan kacdah kaedah Hukum Perdata Internasional (HPI) dari
Jepang. Jadi yang memperlihatkan unsur unsur luar negeri atau unsur unsur asing
(foreign elments), karena kalan dipilih Hokum Perdata Internasional Jepang ini,
maka hasilnya akan menjadi jauh berlainan daripada memakai hukum Jepang
intern sendiri, karena mungkin didalam prakteknya akan dipergunakan hukum
negara lain, jika Hokum Perdata 1memasnonai Jepang mﬂnunguk kepada hukum
daﬂ iuaf ﬂegen 1tu FER S N







masmnai harus menyelesaikan putusan mereka berdasarkan ‘ketentyan
L tentuan ‘hukum saja, atau mungkin bagi mereka untuk disamping keteny
"L hukum Jugamemperhatkan hal-hal-lain. Misalnya, didalam soal arbitrase pe
N pegertian teniang apa yang adil dan bijaksana menurut pandangana arblwer
: i memegang peranan ‘vang penting. Mereka seringkali dipérbolenkan
memutus ‘persoalan yang dibawa pada mereka dalam sengketa arbitrase ini m
apa yang dinamakan ex aequo et bono” atan sebagai “amiable comp
: 1teurs Dengan tidak hanya terikat para kaidah-kaidah hukum saja, mere
“dapat’ menyimpang dari garis-garis hukum yang biasanya agak kaku dan
*baliknya:dapat mennapkan ‘putusan ‘mereka berdasarkan kebijaksanaan ata
yang mereka anggap “fair and reasonable”, adil dan bermanfaat bagi para fih
dalam putnsan arbitrase: mereka ini. DalamModel-law UNCITRAL dinyat:
; ereka ini hanya akan mungkin menentukan sengketa arbitrase i itu sec
uo et bono, apabila hal ini memang telah ditentikan oleh para fi -
- pabﬁa mereka telah dikuasai oleh para fihak sendiri vintuk dapat mem utuskan e
.. sebagai amiable compositeur, maka mereka dapat mélakukan itu. Hal ini (iaten»-" i
-~ tikan dalam pasal 48 ayat 3 Model law. Ketentnan serupa kita kita saksikan’ pula

<didalam peraturan berlaku dalam mengatur Kaedah-kaedah hukum yang padasaat -
‘sekarang.berlaku dalam mengatur arbitrase di Indonesia adalah yang diwariskan -

dari ‘pembuat Undang-undang  Hindia Belanda, seperti termakiub dalam “R&gle—
- mentop de Burgerlijke Rechtsvordering” (R.V). Pada waktu membuat laporan..-
tentang arbitrase Indonesia dalam World Arbitration Handbook (dengan Editor |
Prof, P. Sanders) telah kami tekankan pula pada hal ini. Demikian pula pada wakty
membentangkan soal “Commercial Arbitration in Indonesia” ini dalam Kong gres I
Lawasia yang telah diadakan di Jakarta tahun 1973, telah kami singgung hal i ini -
(hhat buku kami, Hukum Dagang Internasional, Penerbit Alumni). S
- Didalam Washington Convention ICSID pasal 42 ayat 3 kita saksikan pula -
ketentuan yang serupa. Meskipun dinyaiakan bahwa keputusan secara exaequoet
bone ini memang boleh dilakukan oleh para arbiter, tetapi-untuk dapat diperbuat
demikian mereka harus secara tegas diberi wewenang oleh para fihak. Jadi, apabila
tidak ada pemberian wewenang ini, maka para arbiter wajib untuk menentukan
sengketa yang dibawa kepada mereka ini menurut kéténtuan hukum yang berlaku.
_ Hukum ity, seperii yang kita katakan iadi, adalah pertama-tama yang teish....
dipilih- oleh para fihak, Apabila tidak ada pilihan hukum ini, maka akan dipakai
dalam soal penanaman modal asing hukum yang berlaku datam negara dimana
..inodal ity ditanam. (law of the host State), . »
'_ Jadi apabila seorang investor Amerika telah menanam moda! di Indones;a
dalam hal terjadi sengketa, apabila mereka tidak memilih sendiri dalam konirak
mercka tentang hukum yang harus berlaky, akan dipakai hukom Indonesia. Hal ini
yang telah ditentukan-dan dipersoalkan dalam prosedure pembatalan kepuwsan
‘arbitrase ICSID yang diselenggarakan dibawah naungan Bank Duania, dalam
perkara Hotel Kartika Plaza. Telah dinyatakan, bahwa dalam putusan pertama yang
merugikan Republik Indonesia, Dewan Arbitrase yang dipimpin Professor Ber-
hold Goldman dari Perancis, tidak memperhatikan secara benar akan Hukam







